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Abstract. The Halal Industrial Estate (HIE) in East Java has enormous potential to capitalize on the global trend 

of increasing demand for halal products. As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia 

is expected to seize this opportunity through regulations that support the development of HZs, which can not only 

improve the competitiveness of local products but also expected to contribute to overall economic growth. 

However, challenges in the development of HEC need to be overcome through close cooperation between the 

government, industry players, and the community. Socialization of the importance of halal certification and its 

benefits for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) should also be improved to motivate business actors. 

This study takes a qualitative approach and literature review to understand how government regulations can 

support the development of the halal industry in Sidoarjo. The findings show that with the right regulations, KIH 

can function as a halal industry center that meets local needs and can compete in the global market. The strategic 

steps recommended by the government include increasing local production capacity, strengthening the halal 

ecosystem from upstream to downstream, and creating a competitive market environment. With these strategic 

steps, it is expected that East Java can optimize its role in the halal industry. 
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Abstrak. Kawasan Industri Halal (KIH) di Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan 

tren global yang menunjukkan peningkatan permintaan terhadap produk halal. Sebagai negara dengan populasi 

Muslim terbesar, Indonesia diharapkan dapat mengambil peluang ini melalui regulasi yang mendukung 

pengembangan KIH, yang tidak hanya dapat meningkatkan daya saing produk lokal tetapi juga berkontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, tantangan dalam pengembangan KIH perlu diatasi 

melalui kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Sosialisasi mengenai pentingnya 

sertifikasi halal dan manfaatnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga harus ditingkatkan untuk 

memotivasi pelaku usaha. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dan analisis pustaka untuk memahami 

bagaimana regulasi dapat mendukung pengembangan industri halal di Sidoarjo. Temuan menunjukkan bahwa 

dengan adanya regulasi yang tepat, KIH dapat berfungsi sebagai pusat industri halal yang memenuhi kebutuhan 

lokal dan bersaing di pasar global. Rekomendasi mencakup peningkatan kapasitas produksi lokal, penguatan 

ekosistem halal dari hulu ke hilir, serta penciptaan lingkungan pasar yang kompetitif. Dengan langkah-langkah 

strategis ini, Jawa Timur dapat mengoptimalkan perannya dalam industri halal dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi provinsi secara keseluruhan. 

 

Kata kunci: Kawasan Industri Halal, Regulasi, Pengembangan Ekonomi 

 

1. LATAR BELAKANG 

Jawa Timur (Jatim) adalah provinsi dengan potensi ekonomi yang signifikan, 

meskipun baru-baru ini mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen, angka ini merupakan 

yang terendah di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa Jatim berhasil menerapkan 

strategi pembangunan yang efektif, sehingga kinerja ekonomi provinsi ini relatif lebih baik 
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dibandingkan dengan provinsi lain (Prasetyo, 2021). Dalam hal ini, keberadaan kawasan 

industri halal, terutama di Kabupaten Sidoarjo, dapat menjadi pendorong transformasi 

industri di Jawa Timur. Diharapkan, dengan keberadaan kawasan tersebut, pertumbuhan 

ekonomi provinsi ini dapat meningkat hingga mencapai angka antara 32 hingga 35 persen 

(Sjakoer dkk., 2021). 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

telah berkomitmen untuk mendorong pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) 

sebagai salah satu basis industri yang krusial (Sjakoer dkk., 2022). Kebijakan ini bertujuan 

tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga untuk memposisikan 

Jawa Timur sebagai pusat industri halal yang terintegrasi, berbasis pada komoditas, 

produk, dan jasa unggulan. Dalam konteks ini, regulasi yang jelas dan mendukung sangat 

penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan industri kecil 

dan menengah (IKM).  

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur berkontribusi 

secara signifikan, di mana sekitar 60 persen di antaranya bergerak di bidang industri 

makanan dan minuman (M.Ak dkk., t.t.). Menariknya, dari total UMKM tersebut, sekitar 

40 persen telah memiliki sertifikasi halal, yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya 

kepatuhan terhadap standar halal dalam menciptakan produk yang kompetitif di pasar. 

Dominasi sektor makanan dan minuman dalam UMKM ini menegaskan perlunya 

penguatan regulasi dan dukungan untuk lebih meningkatkan daya saing produk halal. 

Kawasan industri halal di Sidoarjo diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan 

IKM di Jawa Timur (AYU, 2024). Dengan adanya fasilitas yang memadai, pelatihan, dan 

dukungan pemasaran, kawasan ini dapat membangun ekosistem yang mendukung 

produksi dan distribusi produk halal. Menurut (Fuad dkk., 2024), Regulasi yang 

mendukung pengembangan KIH akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha 

dan menarik lebih banyak investasi ke dalam sektor ini. Selain itu, pengaturan yang baik 

juga akan membantu menjaga kualitas dan standar produk halal, yang sangat penting untuk 

menarik konsumen, baik domestik maupun internasional. 

Kehadiran kawasan industri halal juga sejalan dengan tren global yang menunjukkan 

peningkatan permintaan terhadap produk halal. Pasar global untuk produk halal 

diperkirakan akan terus tumbuh, dan Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim 

terbesar, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan potensi ini. Dalam konteks ini, 

regulasi yang mendukung pengembangan kawasan industri halal tidak hanya akan 

membantu meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap 
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pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, tantangan dalam pengembangan KIH 

tidak dapat diabaikan. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku industri, 

dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang efektif. Selain itu, sosialisasi mengenai 

pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya bagi UMKM juga harus ditingkatkan. Dengan 

demikian, pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam program 

pengembangan industri halal (Anjelawaty, 2024). Secara keseluruhan, analisis terhadap 

regulasi kawasan industri halal di Sidoarjo sangatlah penting untuk memahami bagaimana 

kebijakan ini dapat mendukung pengembangan IKM di Jawa Timur.  

Dengan adanya regulasi yang tepat, kawasan ini memiliki potensi untuk menjadi 

pusat industri halal yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga 

berdaya saing di pasar global. Dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, Jawa Timur 

dapat mengoptimalkan perannya dalam industri halal dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi provinsi secara keseluruhan.  

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Teori Schumpeter, yang diperkenalkan oleh Joseph Alois Schumpeter dalam 

karyanya yang berjudul Theory of Economic Development, menekankan pentingnya 

inovasi sebagai pendorong utama perkembangan ekonomi. Menurut Schumpeter seperti 

yang dikutip dalam (Nopiah & Islami, 2022), perkembangan ekonomi dapat dipahami 

sebagai peningkatan output yang terjadi akibat inovasi yang ditawarkan oleh para 

wiraswasta. Inovasi dalam konteks ini mencakup berbagai dimensi, seperti penemuan 

produk baru, pembukaan pasar baru, peningkatan proses produksi, dan penerapan 

teknologi terkini (Riswanto dkk., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa inovasi menjadi 

elemen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana 

kreativitas dan keberanian dari para wiraswasta memainkan peranan yang sangat krusial. 

Dalam pengembangan usaha, terdapat beberapa kualitas strategis yang perlu 

diperhatikan, yaitu consistency, consonance, advantage, dan feasibility. Kualitas 

consistency menekankan pentingnya strategi yang memiliki tujuan dan kebijakan yang 

harmonis dan tidak saling bertentangan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil dalam 

pengembangan usaha harus sesuai dan sejalan dengan visi jangka panjang perusahaan 

(Hamid dkk., 2023). Selanjutnya, consonance merujuk pada kemampuan perusahaan 

untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal dan internal, 

yang mencakup perubahan pasar, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Perusahaan yang 

dapat merespons secara efektif terhadap perubahan ini akan memiliki peluang lebih besar 
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untuk bertahan dan bersaing di pasar. Advantage mengacu pada penciptaan atau perbaikan 

dari keunggulan kompetitif. Strategi bisnis perlu dirancang dengan cara yang 

memungkinkan perusahaan untuk unggul dibandingkan para pesaing. Terakhir, feasibility 

menekankan bahwa semua strategi yang diterapkan harus realistis dan sesuai dengan 

sumber daya yang dimiliki, agar tidak menimbulkan masalah yang kompleks (Roziani & 

Indrawijaya, 2023). 

Sejak era Rasulullah SAW, umat Islam telah berhasil menggeluti dunia bisnis 

dengan baik, mengandalkan ekonomi syariah dan nilai-nilai keislaman sebagai dasar. 

Dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka, tidak hanya fokus pada keuntungan material, 

tetapi juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika dan moral yang diatur dalam syariat 

Islam (Wahyuddin dkk., 2024). Hal ini terlihat dalam cara mereka melakukan transaksi, 

membangun hubungan perdagangan, serta mengelola perusahaan. Nilai-nilai keislaman 

juga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis, di mana pengembangan 

usaha harus senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar, yaitu 

keberkahan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. 

Menurut (Syahkuan dkk., 2022), sebuah usaha yang layak disebut perusahaan adalah 

usaha yang menjalankan kegiatan secara teratur atau terus-menerus dengan tujuan untuk 

meraih keuntungan. Baik individu maupun entitas bisnis, baik yang memiliki badan hukum 

maupun yang tidak, bisa terlibat dalam aktivitas ini. Dalam konteks ini, sangat penting 

untuk memahami bahwa industri halal merupakan salah satu bentuk usaha yang 

fundamental dalam ekonomi syariah. 

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2022 

mengenai Penghargaan Industri Halal Indonesia, diuraikan bahwa industri halal mencakup 

semua jenis kegiatan ekonomi yang memproses bahan mentah dan memanfaatkan sumber 

daya industri untuk memproduksi barang-barang yang memiliki nilai tambah tinggi, 

termasuk layanan industri yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Indah, 2023). 

Kegiatan industri ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses 

pemrosesan barang dengan menggunakan peralatan dan sarana, seperti mesin. Sementara 

itu, istilah "halal" merujuk pada sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syarak. 

Usaha industri, khususnya yang berkaitan dengan produk halal, memiliki posisi yang 

sangat dihormati dalam Islam. Namun, sangat penting bagi setiap pelaku industri untuk 

mematuhi berbagai aturan Islam agar tidak menyimpang dari tujuan syariah. Dalam Islam, 

industri yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara umum 

harus dikelola sebagai kepemilikan bersama, dan tidak dikuasai oleh individu atau 
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kelompok tertentu (Muhajirin, 2016). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

manfaat dari industri tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, serta untuk 

mempertahankan keadilan dan mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir 

orang. 

Pengembangan industri halal sangatlah penting, tidak hanya untuk memenuhi 

permintaan pasar domestik, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah 

satu pemain kunci dalam pasar global. Dengan memiliki populasi Muslim terbanyak di 

dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal. Hal ini 

membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam 

membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri halal. 

Inovasi dalam industri halal juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing. 

Para pelaku usaha harus terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan tren konsumen 

untuk menghasilkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga berkualitas tinggi dan 

menarik bagi konsumen (Nasution, 2020). Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan 

riset dan pengembangan yang berkelanjutan serta melakukan investasi dalam teknologi 

modern demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Kebijakan pemerintah 

sangat berpengaruh dalam mendukung pengembangan industri halal. Melalui regulasi 

yang jelas dan dukungan finansial, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang 

mendukung pertumbuhan sektor ini. Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya 

sertifikasi halal dan manfaat yang ditawarkannya bagi konsumen juga perlu ditingkatkan. 

Dengan demikian, pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam industri 

halal serta mematuhi standar yang ditetapkan. 

Perkembangan industri halal di Indonesia tidak hanya memberikan dampak yang 

positif terhadap perekonomian, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keislaman dalam praktik 

bisnis (Agustira dkk., 2024). Dengan mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam setiap 

aspek industri, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, 

dan inklusif. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki 

tanggung jawab untuk memimpin dalam pengembangan industri halal dan menjadi teladan 

bagi negara-negara lain dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan 

syariat Islam. Oleh karena itu, industri halal di Indonesia memiliki potensi yang sangat 

besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional (Fadhil dkk., 

2024). Dengan inovasi yang berkelanjutan, strategi pengembangan yang matang, dan 

kepatuhan terhadap nilai-nilai keislaman, diharapkan industri ini dapat memberikan 

manfaat tidak hanya bagi para pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. 
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Perkembangan ini akan membuka peluang baru untuk kemajuan ekonomi yang inklusif 

dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi Indonesia di panggung 

internasional. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (library research) yang menggunakan 

data pustaka berupa buku dan sumber tertulis lainnya sebagai objek kajiannya. Dalam 

penelitian ini, penulis memilih pendekatan kualitatif yang bersifat sistematis dan fokus 

pada pengkajian objek dalam konteks alami tanpa melakukan manipulasi atau pengujian 

hipotesis. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memahami 

fenomena yang diteliti dengan lebih mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah 

memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang ada, serta menawarkan 

alternatif solusi yang mungkin dapat digunakan (Adlini dkk., 2022).  

Penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai solusi langsung bagi permasalahan yang 

dihadapi, melainkan sebagai bagian dari proses yang lebih luas dalam pemecahan masalah. 

Oleh karena itu, hasil penelitian ini berfungsi sebagai landasan untuk pengambilan 

keputusan dan pengembangan kebijakan yang lebih lanjut. Dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, penulis dapat menggali informasi yang lebih kaya dan mendalam, 

sehingga bisa mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data pustaka yang 

ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

memahami regulasi kawasan industri halal dan dampaknya terhadap pengembangan 

industri kecil dan menengah (IKM), khususnya di kawasan Safe N Lock Sidoarjo.  

Melalui pemanfaatan sumber-sumber pustaka yang relevan, penelitian ini berusaha 

menyusun argumen yang kuat dan mendukung pemahaman yang lebih baik mengenai 

tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan industri halal di tingkat lokal. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan 

membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kawasan Industri Halal (KIH) merupakan area yang dirancang khusus untuk 

mengembangkan industri yang memproduksi produk halal. Dalam upaya mendukung 

pengembangan KIH serta industri kecil dan menengah (IKM) di Jawa Timur, sejumlah 

regulasi dan usaha telah diterapkan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengharuskan setiap pelaku usaha mikro 
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dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahan mereka. Undang-undang ini 

bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk 

halal di pasar (Shofiyah & Qadariyah, 2022). Selain itu (Alfarik dkk., 2023), Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi 

pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal, dengan harapan dapat mempercepat 

proses sertifikasi serta mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam 

industri halal. Regulasi lain, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024, 

mengatur kewajiban bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa 

penyembelihan untuk mendapatkan sertifikat halal, yang berlaku sejak 17 Oktober 2019 

hingga 17 Oktober 2024 (Kurniawan, 2023). Dengan adanya peraturan ini, diharapkan 

semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar halal yang telah ditetapkan, 

sehingga dapat menciptakan kepercayaan di kalangan konsumen Muslim.  

Selain regulasi, pemerintah juga melaksanakan berbagai program dan inisiatif untuk 

mendukung KIH dan IKM, termasuk pelatihan bagi pelaku usaha mengenai proses 

sertifikasi halal, penyediaan informasi tentang regulasi halal, serta bantuan pendanaan 

untuk membantu UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi (Nurchayati, 2024). Melalui 

kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha, diharapkan 

pengembangan KIH tidak hanya dapat meningkatkan jumlah produk halal yang tersedia di 

pasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dukungan regulasi yang kuat 

dan komitmen untuk mematuhi standar halal, Jawa Timur memiliki potensi untuk menjadi 

pusat industri halal yang kompetitif di Indonesia, sekaligus memenuhi kebutuhan pasar 

domestik dan internasional yang terus berkembang. 

Industri halal di Indonesia mencatat pertumbuhan yang signifikan dan positif, 

meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Dalam konteks ini, pernyataan Sri 

Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, pada Annual Islamic Finance Conference 

(AIFC ke-7) pada tanggal 29-30 Agustus 2023, menekankan pentingnya mengeksplorasi 

peluang ekonomi halal sebagai sumber pertumbuhan. Dengan jumlah populasi Muslim 

sebesar 1,9 miliar di seluruh dunia dan pengeluaran untuk produk halal yang mencapai 

US$2 triliun pada tahun 2021, pasar ini tumbuh hampir 9% setiap tahunnya. Proyeksi 

menunjukkan bahwa belanja tersebut dapat meningkat hingga US$4,96 triliun pada tahun 

2030, menjadikan industri halal sebagai salah satu sektor yang sangat menjanjikan (Anwar, 

2022). 
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Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih 

dari 229,62 juta jiwa Muslim, yang mewakili sekitar 87,2% dari total populasi 269,6 juta 

jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar besar untuk produk dan layanan halal. 

Potensi ini menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan, yang dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 

US$5,1 miliar (sekitar Rp72,9 triliun) per tahun melalui peluang ekspor dan investasi 

(Adinugraha dkk., 2022). Dengan demikian, sektor halal tidak hanya berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi domestik, tetapi juga berpotensi memperkuat posisi 

Indonesia dalam perdagangan global. 

Industri halal meliputi berbagai bidang, termasuk makanan dan minuman, kosmetik, 

farmasi, perbankan, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya. Produk dan layanan yang 

diklasifikasikan sebagai halal harus memenuhi kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh 

otoritas agama Islam atau badan sertifikasi halal resmi, seperti Majelis Ulama Indonesia 

(MUI), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI), 

serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Proses sertifikasi ini sangat 

penting untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak hanya memenuhi standar 

halal, tetapi juga dapat diterima dan dihargai oleh konsumen (Nurdin, 2020). 

Pertumbuhan industri halal tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga 

sosial. Dengan meningkatnya kesadaran akan prinsip halal di kalangan konsumen, 

permintaan untuk produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam juga semakin tinggi. Hal ini 

memberikan kesempatan bagi produsen lokal untuk memasarkan produk mereka tidak 

hanya di pasar domestik, tetapi juga di pasar internasional. Dengan demikian, industri halal 

memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan 

lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu tantangan yang 

dihadapi industri halal adalah perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku 

usaha, terutama di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  

Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting. 

Program pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap informasi dan teknologi dapat 

membantu pelaku UMKM dalam memenuhi standar halal dan meningkatkan daya saing 

produk mereka. Selain itu, perluasan jaringan distribusi dan pemasaran juga menjadi kunci 

untuk memperluas pasar produk halal. Secara global, industri halal semakin dikenali dan 

dihargai, tidak hanya oleh konsumen Muslim, tetapi juga oleh masyarakat umum yang 

mencari produk berkualitas dan sesuai dengan prinsip etika. Kesadaran akan kesehatan, 

keberlanjutan, dan etika dalam konsumsi mendorong pertumbuhan permintaan untuk 
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produk halal, yang semakin meluas ke berbagai segmen pasar. Hal ini membuka peluang 

bagi Indonesia untuk mengembangkan inovasi dalam produk halal, termasuk dalam 

penelitian dan pengembangan produk baru yang memenuhi kebutuhan konsumen modern. 

Pentingnya pengembangan ekonomi halal untuk Indonesia tidak bisa diabaikan. Dengan 

memanfaatkan potensi yang ada, negara ini dapat mengukuhkan posisinya sebagai pemain 

utama di pasar global. Melalui kebijakan yang mendukung dan kolaborasi antara 

pemerintah, industri, dan masyarakat, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi 

pusat industri halal di dunia. Pengembangan yang berkelanjutan dalam sektor ini dapat 

memberikan keuntungan jangka panjang, tidak hanya untuk perekonomian, tetapi juga 

untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Kawasan industri halal Safe N Lock di Sidoarjo merupakan satu-satunya kawasan 

industri halal di Jawa Timur dan salah satu dari enam kawasan serupa di Indonesia. Dengan 

luas 410 hektar, 148 hektar di antaranya telah siap untuk dijadikan kawasan industri halal. 

Hal ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki Sidoarjo untuk menjadi pusat industri 

halal, terutama di sektor pariwisata, makanan dan minuman, kosmetik, serta kesehatan. 

Melihat data bahwa populasi dunia mayoritas adalah Muslim, dengan kontribusi ekonomi 

sebesar USD 2,2 triliun per tahun yang diprediksi akan meningkat hingga USD 3,2 triliun 

pada tahun 2024, pasar untuk produk halal di seluruh dunia, termasuk Indonesia, 

menunjukkan peluang yang sangat terbuka. Namun, meskipun Indonesia memiliki jumlah 

penduduk Muslim terbesar di dunia, negara ini masih menjadi importir produk halal 

terbesar. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pasar 

domestik dengan produk lokal. Kebijakan ekonomi industri yang dikaitkan dengan 

struktur pasar harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar dapat mengoptimalkan 

potensi yang ada. Salah satu keunggulan dari kawasan industri halal adalah penciptaan 

ekosistem industri halal yang terintegrasi, dimulai dari penyediaan bahan baku halal 

hingga pelatihan industri kecil dan menengah (IKM) dalam memproduksi dan 

memasarkan produk halal (Iswanaji dkk., t.t.). 

Kebijakan yang mendukung pengembangan industri halal di Sidoarjo perlu 

difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi lokal. Ini termasuk memberikan insentif 

bagi IKM untuk berinvestasi dalam sertifikasi halal, pelatihan produksi, dan pemasaran. 

Dengan demikian, halal supply chain dapat terbangun secara efektif dari hulu hingga hilir. 

Hal ini penting tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga untuk 

menembus pasar internasional yang semakin menggiurkan (Saepudin, 2021). 
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Dari perspektif struktur pasar, kebijakan ekonomi industri harus mampu 

menciptakan lingkungan yang kompetitif bagi pelaku industri halal. Struktur pasar yang 

monopolistik atau oligopolistik dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan IKM 

(YOHANDA, 2024). Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menciptakan pasar yang lebih 

terbuka dan transparan, di mana para pelaku bisnis dapat bersaing secara adil. Ini juga 

mencakup regulasi yang mendukung keberadaan IKM serta memudahkan akses mereka 

terhadap sumber daya dan pasar. Di samping itu, keterlibatan pemerintah dalam 

membangun infrastruktur dan sistem pendukung industri halal sangat krusial. Pemerintah 

perlu berperan aktif dalam mengembangkan fasilitas yang mendukung penelitian dan 

pengembangan produk halal, serta menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan 

riset untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dan berkompetensi di bidang industri halal 

(Markhamah dkk., t.t.). Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pasar yang 

besar, tetapi juga mampu memproduksi barang-barang halal berkualitas tinggi yang dapat 

bersaing di pasar global. 

Kebijakan ekonomi yang berfokus pada industri halal juga harus 

mempertimbangkan faktor keberlanjutan. Praktik produksi yang ramah lingkungan dan 

beretika harus menjadi bagian dari strategi pengembangan industri. Hal ini tidak hanya 

akan menarik minat konsumen, tetapi juga akan memperkuat posisi Indonesia di pasar 

global yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan, kebijakan ekonomi industri yang 

dikaitkan dengan struktur pasar di kawasan industri halal Sidoarjo harus bersinergi untuk 

menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri halal secara menyeluruh. 

Dengan memanfaatkan potensi pasar yang besar, serta mengatasi tantangan yang ada, 

Sidoarjo dapat menjadi pionir dalam industri halal dan memberikan kontribusi signifikan 

bagi perekonomian nasional serta pengembangan industri halal di tingkat global. 

Implementasi kebijakan yang tepat, dukungan infrastruktur, serta komitmen untuk 

menciptakan pasar yang kompetitif akan menjadi kunci keberhasilan dalam 

mengembangkan industri halal di Indonesia. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan diskusi mengenai Kawasan Industri Halal (KIH) di Jawa Timur 

menegaskan pentingnya regulasi yang mendukung serta komitmen dari berbagai pihak 

untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Adanya Undang-Undang Jaminan Produk 

Halal dan Peraturan Pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi halal diharapkan akan 

mempermudah pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 
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untuk berpartisipasi dalam industri ini. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar 

sebagai pasar produk halal, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pasar 

domestik, terutama mengingat Indonesia merupakan importir produk halal terbesar. Oleh 

karena itu, beberapa rekomendasi yang bisa diajukan adalah meningkatkan kapasitas 

produksi lokal dengan memberikan insentif bagi IKM, memperkuat ekosistem halal dari 

hulu ke hilir, serta menciptakan lingkungan pasar yang kompetitif dan terbuka. Selain itu, 

partisipasi pemerintah dalam membangun infrastruktur dan sistem pendukung yang 

relevan juga sangat diperlukan. Dengan strategi yang tepat, Sidoarjo dapat bertransformasi 

menjadi pusat industri halal yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, 

tetapi juga bersaing di pasar internasional, sehingga memberikan kontribusi berarti bagi 

perekonomian nasional dan pengembangan industri halal secara global. 
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